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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1150, 2021 KEMENKEU. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dan Tata Cara Pengenaan. Penetapan Jenis
Kendaraan Bermotor. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.010/2021
TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN,
PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penurunan emisi gas buang
yang bersumber dari kendaraan bermotor, dan untuk
mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat
energi dan ramah lingkungan, perlu melakukan
penyesuaian kebijakan mengenai jenis kendaraan
bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang

mewah;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor
yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan
Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.011/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang
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Mengingat

Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian
Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah belum dapat menampung kebutuhan

penyesuaian kebijakan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan
Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata
Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan
Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas

Barang Mewabh;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6404) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6694);
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Menetapkan

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN
PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah dan perubahannya.

2. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya
disebut PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas
penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
berdasarkan Undang-Undang PPN.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP
adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Orang Pribadi atau Badan adalah orang pribadi atau
badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara
diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona
Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di
dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur
mengenai kepabeanan.

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain
yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak
yang terutang.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual
karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk
PPN yang dipungut dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi

dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan
cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk
PPN dan PPnBM.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Surat Keterangan Bebas PPnBM yang selanjutnya
disebut SKB PPnBM adalah surat keterangan yang
menyatakan bahwa Orang Pribadi atau Badan
dibebaskan dari pengenaan PPnBM atas impor dan/atau
perolehan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Jadi (completely
built up) yang selanjutnya disebut Kendaraan CBU
adalah kendaraan bermotor yang bagian serta
perlengkapannya dalam keadaan telah terakit secara
lengkap atau dapat dikategorikan lengkap.

Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Lengkap
(completely knocked down) yang selanjutnya disebut
Kendaraan CKD adalah kendaraan bermotor yang
diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai
sebuah kendaraan.

Kendaraan Sasis adalah rangka kendaraan yang telah
dilengkapi dengan motor bakar dan dengan transmisinya
serta sistem kemudi dan gardan yang terpasang untuk
kendaraan bermotor.

Kendaraan Pengangkutan Barang adalah kendaraan
bermotor dengan kabin tunggal dalam bentuk kendaraan
bak terbuka atau bak tertutup, dengan jumlah
penumpang tidak lebih dari 3 (tiga) orang termasuk
pengemudi yang digunakan untuk kegiatan
pengangkutan barang, baik yang disediakan untuk
umum maupun pribadi.

Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor
yang digunakan untuk kegiatan angkutan orang
dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan

dipungut bayaran selain dengan cara sewa, baik dalam
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trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang
menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang
ditujukan khusus untuk kendaraan angkutan umum.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

BERUPA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG YANG

(1)

(2)

(3)

DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 2
Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor angkutan orang untuk
pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk
pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan
3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:
a. 15% (lima belas persen);
b. 20% (dua puluh persen);
c. 25% (
d. 40% (empat puluh persen),

dua puluh lima persen); atau

tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor angkutan orang untuk
pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk
pengemudi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000
(tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang
dikenai PPnBM dengan tarif:

a. 40% (empat puluh persen);

b. 50% (lima puluh persen);

c. 60% (enam puluh persen); atau

d. 70% (tujuh puluh persen),

tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa

kendaraan bermotor angkutan orang untuk
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pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk
pengemudi dengan motor listrik yang seluruh penggerak
utamanya menggunakan listrik dari baterai atau media
penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit
listrik lain secara langsung baik di kendaraan maupun di
luar kendaraan, yang dikenai PPnBM dengan tarif 15%
(lima belas persen) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3
Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor angkutan orang untuk
pengangkutan mulai dari 10 (sepuluh) orang sampai
dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi untuk
kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc,
yang dikenai PPnBM dengan tarif:
a. 15% (lima belas persen); atau
b. 20% (dua puluh persen),
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor angkutan orang untuk
pengangkutan mulai dari 10 (sepuluh) orang sampai
dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi untuk
kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc
sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang dikenai
PPnBM dengan tarif:
a. 25% (dua puluh lima persen); atau
b. 30% (tiga puluh persen),
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor angkutan orang untuk
pengangkutan mulai dari 10 (sepuluh) orang sampai

dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi yang
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dengan motor listrik yang seluruh penggerak utamanya
menggunakan listrik dari baterai atau media
penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit
listrik lain secara langsung baik di kendaraan maupun di
luar kendaraan, yang dikenai PPnBM dengan tarif 15%
(lima belas persen) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB III
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

BERUPA KENDARAAN KABIN GANDA YANG DIKENAI PAJAK

(1)

(3)

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 4
Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor dengan kabin ganda untuk
kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc,
yang dikenai PPnBM dengan tarif:
a. 10% (sepuluh persen);
b. 12% (dua belas persen); atau
c. 15% (lima belas persen),
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor dengan kabin ganda untuk
kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc
sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang dikenai
PPnBM dengan tarif:
a. 20% (dua puluh persen);
b. 25% (dua puluh lima persen); atau
c. 30% (tiga puluh persen),
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa

kendaraan bermotor kabin ganda dengan motor listrik
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yang seluruh penggerak utamanya menggunakan listrik
dari baterai atau media penyimpanan energi listrik
lainnya atau pembangkit listrik lain secara langsung baik
di kendaraan maupun di luar kendaraan, yang dikenai
PPnBM dengan tarif 10% (sepuluh persen) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT

EMISI KARBON RENDAH YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN

ATAS BARANG MEWAH

Pasal 5

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa

kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar

15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak

sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jual merupakan

kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan

bermotor roda 4 (empat) hemat energi dan harga terjangkau

dengan:

a.

motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per liter
atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 120 (seratus dua
puluh) gram per kilometer, untuk kapasitas isi silinder
sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) cc; atau

motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak paling
rendah 21,8 (dua puluh satu koma delapan) kilometer
per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 120
(seratus dua puluh) gram per kilometer, untuk kapasitas

isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc.
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Pasal 6

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar
15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak
sebesar 40% (empat puluh persen) dari Harga Jual
merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program
kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid
untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc
dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dari 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter
atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 (seratus) gram
per kilometer; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari
26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat

emisi CO> kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 7

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar

15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak

sebesar 46%% (empat puluh enam dua per tiga persen) dari

Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk
program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi
full hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000
(tiga ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dari 18,4 (delapan belas koma empat)
kilometer per liter sampai dengan 23 (dua puluh tiga)
kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 mulai dari 100
(seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus
dua puluh lima) gram per kilometer; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari

20 (dua puluh) kilometer per liter sampai dengan 26 (dua
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puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi CO:
mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai

dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer.

Pasal 8
Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar

15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak

sebesar 53%% (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari

Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk
program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi
full hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000
(tiga ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer
per liter sampai dengan 18,4 (delapan belas koma empat)
kilometer per liter atau tingkat emisi CO> lebih dari 125
(seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai
dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer;
atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari
17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter sampai
dengan 20 (dua puluh) kilometer per liter atau tingkat
emisi COz lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram
per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh)

gram per kilometer.

Pasal 9
Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar

15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak

sebesar 53%% (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga

Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program

kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi mild hybrid
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untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc

dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dan 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter
atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 (seratus) gram
per kilometer; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari
26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat

emisi CO2 kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 10
Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar

15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak

sebesar 66%% (enam puluh enam dua per tiga persen) dari

Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk

program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi

mild hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000

(tiga ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dari 18,4 (delapan belas koma empat)
kilometer per liter sampai dengan 23 (dua puluh tiga)
kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 mulai dari 100
(seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus
dua puluh lima) gram per kilometer; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari
20 (dua puluh) kilometer per liter sampai dengan 26 (dua
puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi COq
mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai

dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer.

Pasal 11
Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa

kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar
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15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jual
merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program
kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi mild hybrid
untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc
dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer
per liter sampai dengan 18,4 (delapan belas koma empat)
kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 lebih dari 125
(seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai
dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer;
atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari
17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter sampai
dengan 20 (dua puluh) kilometer per liter atau tingkat
emisi COz lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram
per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh)

gram per kilometer.

Pasal 12

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa

kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar

20% (dua puluh persen) merupakan kendaraan bermotor yang

termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan

teknologi full hybrid atau mild hybrid untuk kapasitas isi

silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000

(empat ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dari 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter
atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 (seratus) gram
per kilometer; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari

26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat
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emisi CO2 kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 13

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa

kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar

25% (dua puluh lima persen) merupakan kendaraan bermotor

yang termasuk program kendaraan bermotor yang

menggunakan teknologi full hybrid atau mild hybrid untuk
kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai
dengan 4.000 (empat ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak Iebih dari 18,4 (delapan belas koma empat)
kilometer per liter sampai dengan 23 (dua puluh tiga)
kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 mulai dari 100
(seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus
dua puluh lima) gram per kilometer; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari
20 (dua puluh) kilometer per liter sampai dengan 26 (dua
puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi COg
mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai

dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer.

Pasal 14

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa

kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar

30% (tiga puluh persen) merupakan kendaraan bermotor yang

termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan

teknologi full hybrid atau mild hybrid untuk kapasitas isi

silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000

(empat ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer
per liter sampai dengan 18,4 (delapan belas koma empat)
kilometer per liter atau tingkat emisi COz lebih dari 125

(seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai
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dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer;
atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi
diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari
17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter sampai
dengan 20 (dua puluh) kilometer per liter atau tingkat
emisi CO;z lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram
per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh)

gram per kilometer.

Pasal 15
(1) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan

tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar

Pengenaan Pajak sebesar 53§% (lima puluh tiga satu per

tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan
bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor
yang menggunakan teknologi flexy engine yang dapat
menggunakan bahan bakar Bio Fuel 100 (seratus).

(2) Pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan sepanjang bahan bakar Bio Fuel 100
(seratus) telah tersedia secara nasional dan mudah

diakses oleh masyarakat luas.

Pasal 16

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar
15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak
sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jual merupakan
kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan
bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles

atau fuel cell electric vehicles.
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Pasal 17

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar

15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak

sebesar 33;% (tiga puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga

Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program
kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi plug-in
hybrid electric vehicles dengan konsumsi bahan bakar lebih
dari 28 (dua puluh delapan) kilometer per liter atau tingkat

emisi CO2 sampai dengan 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 18

(1) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 17 tidak
berlaku dalam hal adanya realisasi investasi paling
sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)
pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan
teknologi battery electric vehicles:

a. setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak
tercapainya realisasi; atau

b. saat industri kendaraan bermotor yang
menggunakan teknologi battery electric vehicles
mulai berproduksi komersial.

(2) Dasar Pengenaan Pajak untuk kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 11, dan Pasal 17 yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai
berikut:

a. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 menggunakan Dasar Pengenaan

Pajak sebesar 66_% (enam puluh enam dua per tiga

persen) dari Harga Jual,
b. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 menggunakan Dasar Pengenaan

Pajak sebesar ?3§% (tujuh puluh tiga satu per tiga
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persen) dari Harga Jual,

c. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 menggunakan Dasar Pengenaan
Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
Harga Jual,;

d. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 menggunakan Dasar Pengenaan
Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
Harga Jual,

e. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 menggunakan Dasar Pengenaan

Pajak sebesar SE%% (delapan puluh enam dua per

tiga persen) dari Harga Jual,
f.  untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 menggunakan Dasar Pengenaan

Pajak sebesar 93§% (sembilan puluh tiga satu per

tiga persen) dari Harga Jual; atau
g. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 menggunakan Dasar Pengenaan

Pajak sebesar 53§% (lima puluh tiga satu per tiga

persen) dari Harga Jual.

Pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri
berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang industri atas tercapainya besaran realisasi
investasi pada mobil listrik.

Pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah
adanya realisasi investasi.

Dalam hal industri melakukan percepatan produksi
komersial kendaraan battery electric vehicles, Menteri
dapat mempercepat pemberlakuan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

industri.
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Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 18 berlaku untuk kelompok kendaraan
bermotor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang industri setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi
perekonomian, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi maritim dan investasi,
Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang investasi.

Pasal 20

Pengusaha yang menghasilkan kendaraan bermotor dapat
melakukan penyerahan kelompok kendaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dalam hal memenuhi ketentuan:

a. telah ditetapkan sebagai peserta pengembangan
kendaraan bermotor roda 4 (empat) emisi karbon rendah;
dan

b. memiliki surat penetapan kendaraan bermotor roda 4
(empat) emisi karbon rendah penerima fasilitas

perpajakan,

yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang industri.

BAB V

KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

Pasal 21

Jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf yang dikenai
PPnBM dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 22

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, berupa:

a. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan
kapasitas isi silinder lebih dari 250 (dua ratus lima
puluh) cc sampai dengan 500 (lima ratus) cc; atau

b. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas

salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis,

yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 60% (enam puluh
persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, berupa:

a. kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih
dari 4.000 (empat ribu) cc;

b. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan
kapasitas isi silinder lebih dari 500 (lima ratus) cc; atau

c. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan

atau kemah,

yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 95% (sembilan
puluh lima persen) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 24
(1) PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.
(2) Tarif PPnBM atas impor atau penyerahan Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah ditentukan berdasarkan:
a. kapasitas isi silinder;

b. konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi
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COg2; dan
c. teknologi yang digunakan.
Konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan
berdasarkan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat
uji tipe kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang prasarana dan sarana
transportasi dan disampaikan kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Setiap tipe kendaraan bermotor yang belum diterbitkan
laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsumsi bahan
bakar minyak atau tingkat emisi CO2 ditentukan
berdasarkan laporan hasil pengujian kendaraan yang
diterbitkan oleh pabrikan, prinsipal, atau lembaga uji di
negara asal kendaraan bermotor.
PPnBM dihitung dengan tarif tertinggi sesuai jenis
kendaraan bermotor dan kelompok kapasitas isi silinder,
dalam hal Orang Pribadi atau Badan tidak dapat
menunjukkan laporan hasil pengujian kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada saat impor
untuk kendaraan bermotor asal impor atau saat
penyerahan kendaraan bermotor untuk kendaraan
bermotor hasil perakitan atau produksi di dalam Daerah
Pabean.
Dalam hal laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji
tipe yang  diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
prasarana dan sarana transportasi terhadap tipe
kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menunjukkan hasil pengujian berupa konsumsi bahan
bakar minyak atau tingkat emisi CO2 yang berbeda
dengan hasil pengujian kendaraan yang diterbitkan oleh
pabrikan, prinsipal, atau lembaga uji di negara asal

kendaraan bermotor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
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a. dalam hal perbedaan hasil pengujian menyebabkan
PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan
bermotor seharusnya lebih tinggi, Orang Pribadi
atau Badan yang melakukan impor atau yang
menghasilkan  wajib membayar  kekurangan
pembayaran PPnBM; atau

b. dalam hal perbedaan hasil pengujian menyebabkan
PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan
bermotor seharusnya lebih rendah, Orang Pribadi
atau Badan yang dipungut dapat mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
PPnBM.

Kekurangan PPnBM yang wajib dibayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf a terutang pada saat

dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

PPnBM yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tidak dapat diajukan permohonan pengembalian

pembayaran PPnBM dalam hal setelah impor atau
penyerahan Wajib Pajak menyampaikan hasil uji tipe
kendaraan bermotor yang menunjukkan bahwa atas
impor atau penyerahan kendaraan bermotor seharusnya

dikenai PPnBM yang lebih rendah.

Pasal 25

Dasar Pengenaan Pajak PPnBM atas impor Kendaraan
CBU yaitu Nilai Impor.

Dasar Pengenaan Pajak PPnBM atas penyerahan
kendaraan bermotor hasil perakitan atau produksi di
dalam Daerah Pabean yaitu Harga Jual.

Dasar Pengenaan Pajak PPnBM atas kendaraan bermotor
roda empat emisi karbon rendah yaitu Harga Jual yang
dihitung dengan persentase sesuai Pasal 5 sampai
dengan Pasal 18 dalam hal memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan diserahkan
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oleh PKP yang menghasilkan kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang
menunjukkan laporan hasil pengujian dan/atau
sertifikat uji tipe yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
prasarana dan sarana transportasi menunjukkan bahwa
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, Dasar Pengenaan Pajak
atas penyerahan kendaraan bermotor dihitung sesuai
dengan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji
tipe.

Kekurangan PPnBM karena perubahan Dasar Pengenaan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutang
pada saat penyerahan atau saat terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan dan wajib dibayarkan ke kas negara dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana
administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan

Surat Setoran Pajak.

BAB VII

PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN DARI
PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 26

PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan:

a.
b.

o

e

Kendaraan CKD;

Kendaraan Sasis;

Kendaraan Pengangkutan Barang;

kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi
silinder sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) cc;
dan

kendaraan bermotor angkutan orang untuk
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pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk

pengemudi.

Pasal 27

PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

a. kendaraan bermotor yang digunakan untuk
kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan
pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan
Kendaraan Angkutan Umum;

b. kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler
kenegaraan;

c. kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10
(sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala
kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan
semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk
kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

d. kendaraan bermotor yang digunakan untuk
keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler

kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan semua jenis kendaraan bermotor yang

digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan
atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan
tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor

yang digunakan oleh pejabat atau karyawan.

Pasal 28
Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM
atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Orang
Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang
menerima penyerahan kendaraan bermotor harus

memiliki SKB PPnBM atas kendaraan bermotor tersebut.
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SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dimiliki sebelum pengajuan pemberitahuan pabean
impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan.
Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu:

a. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor
atau yang menerima penyerahan kendaraan
ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam
kebakaran, dan kendaraan tahanan;

b. pengusaha angkutan umum,;

c. Sekretariat Negara; dan
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Dalam hal Orang Pribadi atau Badan yang melakukan

impor atau yang menerima penyerahan kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. tidak memiliki SKB PPnBM,; atau

b. memiliki SKB PPnBM setelah pengajuan
pemberitahuan pabean impor atau menerima
penyerahan,

PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor

tersebut tetap dipungut atau dibayar.

Pasal 29
Untuk memperoleh SKB PPnBM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1), Orang Pribadi atau Badan
mengajukan permohonan SKB PPnBM kepada Direktur
Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman
Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi
dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.
Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memuat informasi:
a. nama, alamat, dan NPWP;
b. jenis usaha/instansi;
c. merek kendaraan bermotor;

d. tipe kendaraan bermotor;
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kapasitas isi silinder;

nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan;

nomor mesin kendaraan bermotor;

Dasar Pengenaan Pajak PPnBM pada saat impor

atau penyerahan kendaraan bermotor;

nilai PPnBM yang dibayar saat impor atau dipungut

saat penyerahan kendaraan bermotor dalam satuan

rupiah;

kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal

Keputusan  Menteri yang  digunakan  saat

permohonan, dalam hal melakukan impor

kendaraan bermotor;

asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan

ketentuan:

1. diisi impor dalam hal kendaraan bermotor yang
diajukan pembebasan PPnBM berasal dari
impor; atau

2. diisi penyerahan dalam hal kendaraan bermotor
yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari
penyerahan di dalam Daerah Pabean;

unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat

dokumen impor diselesaikan, dalam hal kendaraan

bermotor berasal dari impor; dan

identitas PKP yang melakukan penyerahan

kendaraan bermotor, dalam hal kendaraan bermotor

berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.

Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang

diunggah pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau

laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat

Jenderal Pajak.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berupa:

a.

b.

surat keterangan dari instansi terkait atau dokumen
lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan
bermotor dimaksud,;

perjanjian atau dokumen jual beli kendaraan
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bermotor yang memuat keterangan nama penjual,
nama pembeli, jenis, dan spesifikasi kendaraan yang
dibeli;

khusus untuk impor kendaraan bermotor,
dilengkapi dokumen impor berupa invois dan bill of
lading atau airway bill;

dalam hal permohonan SKB PPnBM diajukan oleh
pengusaha angkutan umum, permohonan
dilengkapi dengan dokumen berupa nomor induk
berusaha dan sertifikat standar yang telah
terverifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang atau izin penyelenggaraan angkutan
untuk Kendaraan Angkutan Umum selain taksi atau
persetujuan  prinsip yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah setempat untuk taksi; dan
dalam hal permohonan SKB PPnBM diajukan oleh
bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional
Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia, permohonan dilengkapi dengan dokumen
berupa kontrak atau surat perintah kerja untuk

pengadaan kendaraan.

(5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Orang Pribadi atau

Badan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

tidak memiliki utang pajak, kecuali Orang Pribadi

atau Badan mendapatkan izin untuk menunda atau

mengangsur pembayaran pajak; dan

telah menyampaikan:

1. surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan 2 (dua) tahun pajak terakhir; dan

2. surat pemberitahuan masa PPN 3 (tiga) masa

pajak terakhir,

yang telah menjadi kewajibannya baik bagi pusat
maupun cabang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.
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Pasal 30

Direktur  Jenderal Pajak melakukan  penelitian

kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(1).

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktur Jenderal Pajak secara elektronik dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan SKB PPnBM diterima menerbitkan:

a. SKB PPnBM, dalam hal permohonan Orang Pribadi
atau Badan telah dilengkapi informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (5); atau

b. pemberitahuan penolakan, dalam hal permohonan
Orang Pribadi atau Badan tidak dilengkapi informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4), dan/atau tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5),

melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman
yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal
Pajak.

Dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan ditolak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Orang
Pribadi atau Badan dapat mengajukan kembali

permohonan SKB PPnBM.

Pasal 31
Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman
yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
belum tersedia atau tidak dapat diakses, Orang Pribadi

atau Badan dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM
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secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat

terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak

c.q. kepala kantor pelayanan pajak dengan melampirkan

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (4).

Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sah apabila ditandatangani oleh orang pribadi,

pengurus, pejabat yang berwenang, atau kuasa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kepala kantor pelayanan pajak dalam jangka

waktu paling lama S5 (lima) hari kerja setelah
permohonan SKB PPnBM diterima menerbitkan:

a. SKB PPnBM, dalam hal permohonan Orang Pribadi
atau Badan telah dilengkapi informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (5); atau

b. surat penolakan, dalam hal permohonan Orang
Pribadi atau Badan tidak dilengkapi informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4), dan/atau tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).

Dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan ditolak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Orang

Pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan SKB

PPnBM kembali.

Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kebenaran

informasi yang diisi atau disampaikan dalam

permohonan penerbitan SKB PPnBM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1).
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Pasal 32

Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (3) yang akan melakukan impor dan telah

memperoleh SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (2) huruf a atau Pasal 31 ayat (3) huruf a

harus:

a. mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPnBM
pada pemberitahuan impor barang yang akan
disampaikan ke kantor pabean; dan

b. menyerahkan SKB PPnBM beserta pemberitahuan
impor barang kepada pejabat bea dan cukai di
kantor pabean pada saat melakukan impor
kendaraan bermotor yang dibebaskan dari
pengenaan PPnBM.

Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (3) yang akan menerima penyerahan

kendaraan bermotor dan telah memperoleh SKB PPnBM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a

atau Pasal 31 ayat (3) huruf a harus menyerahkan SKB

PPnBM kepada PKP yang menyerahkan kendaraan

bermotor.

PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor yang

dibebaskan dari pengenaan PPnBM, harus menerbitkan

Faktur Pajak dengan ketentuan mencantumkan:

a. informasi berupa “PPnBM DIBEBASKAN SESUAI
DENGAN PP NOMOR 73 TAHUN 2019 dan
perubahannya”; dan

b. nomor dan tanggal SKB PPnBM.

Pasal 33
Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dalam penerbitan SKB PPnBM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a atau Pasal 31
ayat (3) huruf a, kepala kantor pelayanan pajak atas
nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau

melalui permohonan Wajib Pajak yang melakukan impor
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atau yang menerima penyerahan dapat mengganti SKB

PPnBM dengan menerbitkan SKB PPnBM pengganti.

Permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan

tertulis dilakukannya penggantian dengan dilampiri asli

SKB PPnBM yang telah diterbitkan.

Berdasarkan permohonan penggantian SKB PPnBM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor

pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak
melakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis
dan/atau  kesalahan  hitung dan  kelengkapan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada

ayat (3), kepala kantor pelayanan pajak atas nama

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama

S5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima

lengkap memberikan keputusan berupa:

a. menerbitkan SKB PPnBM pengganti, dalam hal
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
atau

b. menerbitkan surat penolakan permohonan
penggantian SKB PPnBM, dalam hal tidak terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

SKB PPnBM pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a berlaku terhitung sejak tanggal mulai

berlakunya SKB PPnBM yang dilakukan penggantian.

Pasal 34
Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur

Jenderal Pajak  menerbitkan surat  keterangan
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pembatalan SKB PPnBM atau surat keterangan
pembatalan SKB PPnBM pengganti dalam hal diperoleh
data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa
Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3) tidak berhak memperoleh SKB PPnBM.
Berdasarkan surat keterangan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Orang Pribadi atau Badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib
membayar PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang
kurang dibayar.

PPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan PPN yang seharusnya dibayar dengan
memperhitungkan PPnBM dalam Dasar Pengenaan Pajak
PPN apabila atas penyerahan tersebut tidak dibebaskan
dari PPnBM.

PPnBM dan/atau PPN yang wajib dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terutang pada saat dilakukannya
impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
PPnBM dan/atau PPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib dibayarkan ke kas negara dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang
kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Pasal 35
PPnBM yang telah dibebaskan dan/atau PPN yang
kurang dibayar atas impor atau perolehan kendaraan
bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), wajib
dibayar apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun
sejak dilakukannya impor atau sejak perolehan,

kendaraan tersebut:
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a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
b. dipindahtangankan kepada pihak lain.

PPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan PPN yang seharusnya dibayar dengan
memperhitungkan PPnBM dalam Dasar Pengenaan Pajak
PPN apabila atas penyerahan tersebut tidak dibebaskan
dari PPnBM.

PPnBM dan/atau PPN yang wajib dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat kendaraan
bermotor digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula
atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

PPnBM dan/atau PPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dibayarkan ke kas negara dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak kendaraan
bermotor digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula
atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana
administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan
Surat Setoran Pajak.

PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.

Pasal 36

Dalam hal:

a.

pembayaran PPnBM dan/atau PPN dilakukan setelah
saat terutang atau jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 35
ayat (4); atau

kewajiban  pembayaran  PPnBM dan/atau PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), Pasal 25
ayat (5), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) tidak
dipenuhi,

diterbitkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB VIII

PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 37

Orang Pribadi atau Badan yang dipungut dapat mengajukan

permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau perolehan

kendaraan bermotor yang seharusnya dikenai PPnBM lebih

rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf

b, dengan ketentuan:

a.

untuk impor, PPnBM telah disetor ke kas negara pada
saat dilakukannya impor dan tidak dibiayakan dalam
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib
Pajak yang dipungut atau tidak dikapitalisasi dalam
harga perolehan; atau

untuk penyerahan kendaraan bermotor, PPnBM telah
dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN oleh
PKP pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan
bermotor yang tergolong mewah dan tidak diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Pasal 38

Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (4) dapat mengajukan permohonan

pengembalian PPnBM atas impor atau perolehan

kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan

PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),

dengan ketentuan:

a. untuk impor, PPnBM telah disetor ke kas negara
pada saat dilakukannya impor dan tidak dibiayakan
dalam surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan Wajib Pajak yang dipungut atau tidak
dikapitalisasi dalam harga perolehan; atau

b. untuk penyerahan kendaraan bermotor, PPnBM

www.peraturan.go.id



(2)

(3)

35 2021, No.1150

telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa

PPN oleh PKP pabrikan atau pihak yang

menghasilkan kendaraan bermotor yang tergolong

mewah dan tidak diajukan keberatan oleh Wajib

Pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.
PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor
yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat mengajukan
permohonan pengembalian PPnBM yang telah dibayar
atau dipungut pada lini sebelumnya, dengan ketentuan:
a. Orang Pribadi atau Badan yang menerima
penyerahan kendaraan bermotor tersebut telah
memiliki SKB PPnBM sebelum penyerahan; dan
b. memenuhi persyaratan:

1. untuk impor kendaraan bermotor, PPnBM telah
dibayar ke kas negara pada saat impor
kendaraan bermotor; atau

2. untuk penyerahan kendaraan bermotor, PPnBM
telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan
masa PPN oleh PKP pabrikan atau pihak yang
menghasilkan kendaraan  bermotor yang

tergolong mewah.

Pasal 39
Permohonan  pengembalian PPnBM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 disampaikan kepada
kepala kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi
atau Badan atau PKP terdaftar.
Permohonan  pengembalian = PPnBM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mengatur tentang tata cara pengembalian atas kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Permohonan  pengembalian = PPnBM sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan paling lama 12

(dua belas) bulan setelah dilakukannya impor atau

penyerahan kendaraan bermotor, dengan dilampiri:

a.

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4) dan penggunaan kendaraan bermotor yang
dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), untuk
permohonan yang disampaikan oleh Orang Pribadi
atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1);

SKB PPnBM yang dimiliki oleh Orang Pribadi atau
Badan yang menerima penyerahan, untuk
permohonan  yang  disampaikan oleh  PKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
Faktur Pajak dari PKP yang merakit atau
memproduksi kendaraan bermotor yang merupakan
bukti pemungutan PPnBM dalam hal pengembalian
PPnBM diajukan atas penyerahan Barang Kena
Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM,;
dokumen impor berupa pemberitahuan impor
barang dan dilampiri asli bukti pembayaran berupa
Surat Setoran Pajak, surat setoran pabean, cukai
dan pajak, dan/atau bukti pungutan pajak oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
pemberitahuan impor barang tersebut dan invois,
dalam hal pengembalian PPnBM diajukan atas
impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari
pengenaan PPnBM;

penghitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang; dan

alasan permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38, kepala kantor pelayanan pajak melakukan

penelitian kebenaran pembayaran pajak dan penelitian

terhadap:
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a. kelengkapan dokumen yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. untuk impor, PPnBM telah dibayar ke kas negara
pada saat dilakukannya impor; dan

c. untuk penyerahan, PPnBM telah dilaporkan dalam
surat pemberitahuan masa PPN oleh Wajib Pajak
yang melakukan pemungutan PPN dan/atau
PPnBM.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), kepala kantor pelayanan pajak atas nama

Direktur Jenderal Pajak:

a. menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar,
dalam hal terdapat PPnBM yang seharusnya
dikembalikan; atau

b. menerbitkan surat penolakan permohonan
pengembalian PPnBM, dalam hal tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
atau tidak terdapat PPnBM yang seharusnya
dikembalikan.

Surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat penolakan

permohonan  pengembalian = PPnBM sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 2 (dua)
bulan sejak surat permohonan diterima lengkap.

Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditolak,

Orang Pribadi atau Badan atau PKP dapat mengajukan

permohonan kembali sepanjang permohonan tersebut

disampaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan setelah dilakukannya impor atau

penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 40

Ketentuan mengenai contoh:

a.

penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang
berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), (2), dan ayat (3);

format permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 31 ayat (1);

format SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (3) huruf a;

format surat penolakan permohonan SKB PPnBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b;
penghitungan PPN dan/atau PPnBM atas impor atau
penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah
kepada Orang Pribadi atau Badan yang memiliki SKB
PPnBM sebelum dilakukannya impor atau penyerahan
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1);

format permohonan penggantian SKB PPnBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

format SKB PPnBM pengganti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a;

format surat penolakan permohonan penggantian SKB
PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)
huruf b;

format surat keterangan pembatalan SKB PPnBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);

format permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38; dan

format surat penolakan permohonan pengembalian
PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)
huruf b,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41
SKB PPnBM yang terbit sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini masih dapat dipergunakan oleh Orang Pribadi
atau Badan untuk memperoleh pembebasan PPnBM

setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
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Permohonan SKB PPnBM yang belum diselesaikan
sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini,
diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ini.

Permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau
penyerahan oleh pabrikan atau pihak yang menghasilkan
kendaraan bermotor dilakukan yang disampaikan
sebelum tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini,
penyelesaian pengembaliannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 /PMK.011/2014
tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian
Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.011/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan
Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari
Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 360);
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
199/PJ./2000 tentang Pelaporan dan Pemungutan PPN
dan PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
540/PJ./2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
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Kendaraan Bermotor;

d. Pasal 12 angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau
Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat
Pemberitahuan; dan

e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/
PJ./2003 tentang Tata Cara Pemberian dan
Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau

Penyerahan Kendaraan Bermotor,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober

2021.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 /PMK.010/2021

TENTANG

PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN
TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN
PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A, JENIS  KENDARAAN BERMOTOR  ANGKUTAN  ORANG  UNTUK
PENGANGKUTAN KURANG DARI 10 (SEPULUH) ORANG TERMASUK
PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

2 ¥ Konsumsi Tingkat . R

Mo, Uraian Barang Mg:: :i':'” Bahan Emist P;?)g';l P:; z?dil

| Bakar CO:

1. | Kendaraan bermotor Ex. 8703.21.41
dengan mesin piston Ex. 8703.21.42
pembakaran dalam Ex 8703.21.44
bolak-balik cetus api Ex. 8703.21.45
dengan kapasitas Ex. 8703.21.51
silinder tidak melebihi Ex. 8703.21.59
J.000 ce, termasuk Ex. 8703.21.90
kendarsan hybrid Ex. 8703.22.41
(kendaraan bermotor Ex. 8703.22.42
dengan kedua mesin Ex. 8703.22.46
piston pembakaran Ex. 8703.22.47
dalam bolak balik cetus Ex. 8703.22.51
api dan motor listrik Ex. 8703.22.59
sebagat motor untuk . > 155 < 150 Ex, 8703.22.90
penggerak) 3000 km/liter gram/km 15% Ex. 8703.23.54

Ex. 8703.23.55
Ex. 8703.23,56
Ex. 8703.23.57
Ex. 8703.23.58
Ex. 8703.23.61
Ex. 8703.23.62
Ex. 8703.23.63
Ex. 8703.23,64
Ex. 8703.23.65
Ex. 8703.23.66
Ex. 8703.23.67
Ex. 8703,23.68
Ex. 8703.23.71
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Uraian Barang

Kapasitas
Mesin

Konsumsi
Bahan
Bakar

Tingkat
Emisi
COq

Tarif
PPnBM

Pos Tarif/

HS Code

>11,5s.d.
15,5
km /liter

150 s.d.
200
gram/km

20%

> 9,3 s.d.
11,5
km/liter

> 200
s.d. 250
gram/km

25%

< 9,3
km/liter

> 250
gram/km

40%

Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

8703.23.72
8703.23.73
8703.23.74
8703.40.31
8703.40.32
8703.40.33
8703.40.56
8703.40.57
8703.40.58
8703.40.61
8703.40.62
8703.40.63
8703.40.64
8703.40.65
8703.40.66
8703.40.71
8703.40.72
8703.40.73
8703.40.74
8703.40.75
8703.40.76
8703.40.81
8703.40.82
8703.40.83
8703.40.84
8703.40.85
8703.40.86
8703.40.91
8703.40.92
8703.40.93
8703.40.94
8703.40.95
8703.40.96
8703.60.31
8703.60.32
8703.60.33
8703.60.56
8703.60.57
8703.60.58
8703.60.61
8703.60.62
8703.60.63
8703.60.64
8703.60.65
8703.60.66
8703.60.71
8703.60.72
8703.60.73
8703.60.74
8703.60.75
8703.60.76
8703.60.81
8703.60.82
8703.60.83
8703.60.84
8703.60.85
8703.60.86
8703.60.91
8703.60.92
8703.60.93
8703.60.94
8703.60.95
8703.60.96
8703.90.91
8703.90.92
8703.90.96
8703.90.97
8703.90.98
8703.90.99
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. Konsumsi Tingkat . .
No. Uraian Barang Kal\}/:[);silrtlas Bahan Emisi szr]alg\/[ PISI) ; Eiréi/
Bakar COqg
2. | Kendaraan bermotor Ex. 8703.31.41
dengan mesin piston Ex. 8703.31.42
pembakaran dalam nyala Ex. 8703.31.46
kompresi (diesel atau Ex. 8703.31.47
semi-diesel) dengan Ex. 8703.31.51
kapasitas silinder tidak Ex. 8703.31.59
melebihi 3.000 cc, Ex. 8703.31.90
termasuk kendaraan Ex. 8703.32.54
hybrid (kendaraan > 17,5 <150 . Ex. 8703.32.61
bermotor dengan kedua km /liter gram/km 15% | Ex. 8703.32.62
mesin piston Ex. 8703.32.63
pembakaran dalam nyala Ex. 8703.32.71
kompresi (diesel atau Ex. 8703.32.72
semi-diesel) dan motor Ex. 8703.32.73
listrik sebagai motor Ex. 8703.32.74
untuk penggerak) Ex. 8703.32.75
Ex. 8703.32.76
Ex. 8703.32.81
Ex. 8703.32.82
Ex. 8703.32.83
Ex. 8703.33.54
Ex. 8703.33.61
Ex. 8703.33.71
Ex. 8703.33.80
Ex. 8703.33.90
>13,0sd. | 150 s.d. Ex. 8703.50.31
17,5 200 20% Ex. 8703.50.32
km/liter gram/km Ex. 8703.50.33
Ex. 8703.50.56
Ex. 8703.50.57
Ex. 8703.50.58
Ex. 8703.50.61
Ex. 8703.50.62
Ex. 8703.50.63
<3000 ce Ex. 8703.50.64

Ex. 8703.50.65
Ex. 8703.50.66
Ex. 8703.50.71
Ex. 8703.50.72
Ex. 8703.50.73
Ex. 8703.50.74
Ex. 8703.50.75
Ex. 8703.50.76
Ex. 8703.50.81
Ex. 8703.50.82
Ex. 8703.50.83
Ex. 8703.50.84

> 10,5 s.d. > 200 Ex. 8703.50.85
13,0 s.d. 250 25% Ex. 8703.50.86
km/liter gram/km Ex. 8703.50.91

Ex. 8703.50.92
Ex. 8703.50.93
Ex. 8703.50.94
Ex. 8703.50.95
Ex. 8703.50.96
Ex. 8703.70.31
Ex. 8703.70.32
Ex. 8703.70.33
Ex. 8703.70.56
Ex. 8703.70.57
Ex. 8703.70.58
Ex. 8703.70.61
Ex. 8703.70.62
Ex. 8703.70.63
Ex. 8703.70.64

> 10,5 > 250 40% Ex. 8703.70.65
km/liter gram/km ° | Ex. 8703.70.66
Ex. 8703.70.71
Ex. 8703.70.72
Ex. 8703.70.73
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. Konsumsi Tingkat . .
No Uraian Barang Kal\}/:[);silrtlas Bahan Emisi szr]alg\/[ PISI) ; Eiréi/
Bakar COqg

Ex. 8703.70.74
Ex. 8703.70.75
Ex. 8703.70.76
Ex. 8703.70.81
Ex. 8703.70.82
Ex. 8703.70.83
Ex. 8703.70.84
Ex. 8703.70.85
Ex. 8703.70.86
Ex. 8703.70.91
Ex. 8703.70.92
Ex. 8703.70.93
Ex. 8703.70.94
Ex. 8703.70.95
Ex. 8703.70.96
Ex. 8703.90.91
Ex. 8703.90.92
Ex. 8703.90.96
Ex. 8703.90.97
Ex. 8703.90.98
Ex. 8703.90.99
3. Kendaraan bermotor Ex. 8703.24.44
dengan mesin piston Ex. 8703.24.45
pembakaran dalam Ex. 8703.24.49
bolak-balik cetus api > 15,5 < 150 40% Ex. 8703.24.51
dengan kapasitas km/liter gram/km Ex. 8703.24.59
silinder melebihi 3.000 Ex. 8703.24.61
cc tetapi tidak melebihi Ex. 8703.24.69
4.000 cc, termasuk Ex. 8703.40.31
kendaraan hybrid Ex. 8703.40.33
(kendaraan bermotor Ex. 8703.40.58
dengan kedua. mesin c115sd | 15084 Ex. 8703.40.67
glaslaig gzgk baalfljréetus 15,5 209 S0% Ei 87OSI4OI77
api dan motor listrik km/liter gram/km Ex 8703:40:87
sebagai motor untuk Ex. 8703.40.97
penggerak) ><Sz(})(())(())oig. Ex. 8703.40.98
- Ex. 8703.60.31
Ex. 8703.60.33
>9.3s.d. > 200 Ex. 8703.60.58
11,5 s.d. 250 60% | Ex. 8703.60.67
km/liter gram/km Ex. 8703.60.68
Ex. 8703.60.77
Ex. 8703.60.87
Ex. 8703.60.97
Ex. 8703.60.98
Ex. 8703.90.91
< 9,3 > 250 .y Ex. 8703.90.92
km/liter gram/km ° Ex. 8703.90.96
Ex. 8703.90.97
Ex. 8703.90.98
Ex. 8703.90.99
4. | Kendaraan bermotor Ex. 8703.33.54
dengan mesin piston Ex. 8703.33.62
pembakaran dalam nyala > 17,5 < 150 40% Ex. 8703.33.72
kompresi (diesel atau km/liter gram/km ° Ex. 8703.33.80
semi-diesel) dengan Ex. 8703.33.90
kapasitas silinder Ex. 8703.50.31
melebihi 3.000 cc tetapi Ex. 8703.50.33
tidak melebihi 4.000 cc, Ex. 8703.50.58
termasuk kendaraan >3000sd. | >13,0s.d. 150 s.d. Ex. 8703.50.67
hybrid (kendaraan < 4000cc 17,5 200 50% Ex. 8703.50.77
bermotor dengan kedua km/liter gram/km Ex. 8703.50.87
mesin pembakaran Ex. 8703.50.97
dalam nyala kompresi Ex. 8703.70.31
(diesel atau semi-diesel) Ex. 8703.70.33
dan motor listrik sebagai >10.5s.d. > 200 Ex. 8703.70.58
motor untuk penggerak) 13’,0 s.d. 250 60% Ex. 8703.70.67
km/liter gram/km Ex. 8703.70.77
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. Konsumsi Tingkat . .
Kapasitas Bahan Emisi Tarif Pos Tarif/

Mesin Bakar O, PPRBEM HS Code

No. Uraian Barang

Ex. 8703.70.87
Ex. 8703.70.97
Ex. 8703.90.91
> 10,5 > 250 0% Ex. 8703.90.92
km/liter gram/km Ex. 8703.90.96
Ex. 8703.90.97
Ex. 8703.90.98
Ex. 8703.90.99
5. Kendaraan bermotor Ex. 8703.80.91
hanya dengan motor Ex. 8703.80.92
listrik untuk penggerak ) ) ) 15% Ex. 8703.80.96

Ex. 8703.80.97
Ex. 8703.80.98
Ex. 8703.80.99
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UNTUK

PENGANGKUTAN MULAI DARI 10 (SEPULUH) ORANG SAMPAI DENGAN 15
(LIMA BELAS) ORANG TERMASUK PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

. Kapasitas Konsumsi ngl.(a.lt Tarif Pos Tarif/
No. Uraian Barang . Bahan Emisi
Mesin Bakar COy PPnBEM HS Code

1. | Kendaraan bermotor Ex. 8702.30.50
dengan mesin piston > 11,6 <200 15% Ex. 8702.30.71
pembakaran dalam kem/ liter gram/km Ex. 8702.30.79
bolak-balik cetus api, < 3000cc Ex. 8702.30.91
termasuk kendaraan <= 1_1’6 >= 200 20% Ex. 8702.30.99
hybrid (kendaraan km/liter | gram/km Ex. 8702.90.40
bermotor dengan kedua Ex. 8702.90.71
mesin piston > 11,6 < 200 35% Ex. 8702.90.79

km/liter ram/km
pembakaran dalam 3000 s.d g Ex. 8702.90.80
bolak balik cetus api > S.d. Ex. 8702.90.90
dan motor listrik < 4000ec <=11,6 >= 200
. 4 0,
sebagai rrll(())tor untuk km/liter gram/km 30%
penggera
2. | Kendaraan bermotor Ex. 8702.10.60
dengan mesin piston > 13,1 <200 15% Ex. 8702.10.81
km/liter ram/km °
pembakaran dalam & Ex. 8702.10.82
nyala kompresi (diesel < 3000cc Ex. 8702.10.89
atau semi-diesel) Ex. 8702.10.91
; <=13,1 >= 200 N
e endaraan ofiter | i | 2% | B 021000
bermotor dengan kedua Ex. 8702.20.71
mesin piston > 13,1 < 200 25% Ex. 8702.20.72
pembakaran dalam 3000 s.d km/liter gram/km Ex. 8702.20.79
nyala kompresi (diesel >< 4000S' ' Ex. 8702.20.91
atau semi-diesel) dan - cc «=13.1 =200 Ex. 8702.20.99
. . . > 0,
motor listrik sebagai km/liter gram/km 30%
motor untuk penggerak)

3. | Kendaraan bermotor Ex. 8702.40.50
hanya dengan motor Ex. 8702.40.71
listrik untuk penggerak - - - 15% Ex. 8702.40.79

Ex. 8702.40.91
Ex. 8702.40.99
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C. JENIS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KABIN GANDA YANG DIKENAI

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

: Kapasitas Konsumsi ngka.t Tarif Pog Tarif/
No. Uraian Barang . Bahan Emisi
Mesin Bakar COs PPnBM HS Code
1. | Kendaraan bermotor > 15,5 < 150 Ex. 8704.31.29
dengan kabin ganda km/liter gram/km 10%
dengan mesin piston
pembakaran dalam < 3000cc 11,6 -15,5 150 - o
cetus api, gvw tidak km/liter 200 12%
melebihi 5 t, termasuk gram/km
kendaraan hybrid <=11,6 >= 200 15%
(kendaraan bermotor kmy/liter gram/km
dengan kedua mesin > 15,5 < 150 20%
piston pembakaran km/liter gram/km °
dalam nyala kompresi 150 —
(diesel atau semi-diesel) | ~ 3000 s.d. | 11,6155 200 25%
dan motor listrik = 4000cc km/liter gram/km
sebagai motor untuk =116 —
X =11, >=200 | Lo,
penggera km/liter gram/km
2. | Kendaraan bermotor >17,5 < 150 10% Ex. 8704.21.29
dengan kabin ganda km/liter gram/km °
dengan mesin piston 150 —
pembakaran dalam < 3000cc li’l _1.15’5 200 12%
nyala kompresi (diesel m/liter gram/km
atau semi diesel), gvw _ _
tidak melebihi 5 t, ;m/ll?t’;r :amg /O}Sm 15%
termasuk kendaraan L
hybrid (kendaraan > 17,5 < 150 20%
bermotor dengan kedua km/liter gram/km °
mesin piston 150 =
pembakaran dalam > 3000 s.d. 13,1 -15,5 200 25%
nyala kompresi (diesel < 4000cc km/liter gram /km °
atau semi-diesel) dan
motor listrik sebagai <=13,1 >=200 30%
motor untuk penggerak) km/liter gram/km
3. | Kendaraan bermotor Ex. 8704.90.91
dengan kabin ganda
hanya dengan motor - - - 10%
listrik untuk penggerak,
gvw tidak melebihi 5t

www.peraturan.go.id



-49-

2021, No.1150

D. JENIS KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

4.000 (empat ribu) cc

. Tarif Pos Tarif/
No. Uraian Barang PPNBM HS Code
1. | Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu 50% Ex. 8703.10.10
2. | Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, 60% Ex. 8703.10.90
di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis
3. | Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin 60% Ex. 8711.30.19
piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder Ex. 8711.30.90
melebihi 250 (dua ratus lima puluh) cc tetapi tidak melebihi 500
{lima ratus) cc
4. | Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 [tiga] dengan mesin 95% Ex. 8711.40.19
piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder Ex. 8711.40.90
melebihi 500 (lima ratus) cc Ex. 8711.50.90
5. | Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau 95% Ex. 8716.10.00
kemah
6. | Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 95% Ex. 8703.24 .44

Ex. 8703.24.45
Ex. 8703.24 .49
Ex. 8703.24 .51
Ex. 8703.24.59
Ex. 8703.24.61
Ex. 8703.24.69
Ex. 8703.33.54
Ex. 8703.33.62
Ex. 8703.33.72
Ex. 8703.33.80
Ex. 8703.33.90
Ex. 8703.40.31
Ex. 8703.40.33
Ex. 8703.40.58
Ex. 8703.40.67
Ex. 8703.40.68
Ex. 8703.40.77
Ex. 8703.40.87
Ex. 8703.40.97
Ex. 8703.40.98
Ex. 8703.50.31
Ex. 8703.50.33
Ex. 8703.50.58
Ex. 8703.50.67
Ex. 8703.50.77
Ex. 8703.50.87
Ex. 8703.50.97
Ex. 8703.60.31
Ex. 8703.60.33
Ex. 8703.60.58
Ex. 8703.60.67
Ex. 8703.60.68
Ex. 8703.60.77
Ex. 8703.60.87
Ex. 8703.60.97
Ex. 8703.60.98
Ex. 8703.70.31
Ex. 8703.70.33
Ex. 8703.70.58
Ex. 8703.70.67
Ex. 8703.70.77
Ex. 8703.70.87
Ex. 8703.70.97
Ex. 8703.90.91
Ex. 8703.90.92
Ex. 8703.90.96
Ex. 8703.90.97
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Uraian Barang

Tarif
FPPnBM

Pos Tarif/
HS Code

Ex.8703.90.98
Ex.8703.90.99

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN I1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.010/2021

TENTANG

PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN
TATA  CARA  PENGENAAN, PEMBERIAN  DAN
PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN,
DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG

1.  Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penverahan Kendarman
CBLUL.
PT  Jayva mengimpor Kendaraan CBU dengan Nilai Impor
Rp300.000.000,00. PPN impor dipungut dengan tarif 10% dan PPnBM
25%. Kendaraan bermotor diserahkan kepada distributor yaitu PT
Citra dengan keuntungan Rp30.000.000,00. PT Citra menyerahkan
kendaraan bermotor kepada showroom “Intan” dengan keuntungan
Rp40.000.000,00.  Showroom  “Intan”™ menyerahkan kendaraan
bermotor kepada konsumen dengan keuntungan RpS0.000.000,00.
Penghitungan PPN dan PPnBM:

1) Importir “PT Jaya”
al Impor CBU

- Nilat Impor (DPP) i 300.000.000,00

- PPN (10%) . 30.000.000,00 (Pajak Masukan)

- PPnBM (25%) : 75.000.000,00 (PPnBM Impor
vang dibayar)

Harga lmpor 405.000.000,00  (termasuk PPN dan
PPnBM)

b} Penyerahan
- Harga Beli : 375.000.000,00 (termasuk PPnBM
vang telah dibayar)

- Keuntungan : 30.000.000,00

- DPP PPN : 405.000.000,00 (Harga Jual)

- PPN (10%]) ! 40.500.000,00  (Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Importir 4435.500.000,00
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2) Distributor "PT Citra"
al] Pembelian
< Harga Beli dari Importir
- PPN (10%)
Harga Pembelian
b} Penyerahan

- Harga Beli KB dan Importir

- Keuntungan

- DPP PPN

- PPN (10%)

Harga Pergualan oleh Distributor

3) Dealer atau Showroom “Intan™

al

bj

Pembelian
- Harga Beli dari Distributor

- PPN (10%)

Harga Pembelian
Penyerahan

- Harga Beli dari Distributor

- Keuntungan

- DPP PPN

- PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Showmom

405.000.000,00

40.500.000,00

443.500.000,00
405.000.000,00

40.000.000,00

445.000.000,00
44.500.000,00
489.500,000,00

445,000.000,00

445.000.000,00

S50.000.000,00

495,000.000,00

49.500.000,00_

544.500.000,00

(termasuk PPnBM
vang telah dibayar)
(Pajak Masukan)

(termasuk PPnBM
vang telah dibayvar)

(Harga Jual)
(Pajak Keluaran)

(termasuk PPnBM
vang telah dibayar)
(Pajak Masukan)

(termasuk PPnBM
vang telah dibayar)

(Harga Jual)

(Pajak Keluaran)
(harga dibayar oleh
konsumen)|

Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan Kendaraan
CKD atau diproduksi di dalam Daerah Pabean.

PT CKD dengan Nilai Impor
Rp200.000.000,00. Sectelah dirakit, kendaraan bermotor diserahkan
kepada distributor vaitu PT Citra dengan memungut PPnBM 20% dan

Jaya  mengimpor Kendaraan

keuntungan Rp20.000.000,00. PT Citra menyerahkan kendaraan
“Intan”  dengan

menverahkan

bermotor  kepada  showroom keuntungan

Rp30.000.000,00. Showroom “Intan” kendaraan

bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp40.000.000,00.
Penghitungan PPN dan PPnBM:

1) Importir Kendaraan CKD dan/atau Pabrikan “PT Jaya”
al Impor Kendaraan CKD;

- Nilai [mpor (DFF} o 200.000,000,00
- PPnBM {-) : - (tidak dikenakan PPnBM|
- PPN {10%) : 20.000,000,00 (Pajak Masukan)
Harga linpor 220.000,000,00
b)  Penverahan setelah dirakit
- Harga Beli atau Harga 200.000,000,00
Pokok Produksi
- Keuntungan 20.000,000,00
- DPP 220.000.000,00  (Harga Jual}
- PPN {10%) 22.000.000,00 (Pajak Keluaran)
- PPnBM {20%) 44.000.000,00 (PPnBM yang dipungut)
Harga Penjualan oleh 286.000.000,00

Importir atau Pabrikan
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Pembelian

- Harga Beli dan Importir
atan Pabrikan

- PPN (10%)

Harga Pembelian

Penverahan

- Harga Beli dari Importir
atau Pabrikan

- Keuntungan

- DPP PPN

- PPN {10%)

Harga Penjualan oleh

Distributor

Dealer atau Showroom “Intan”

Pembelian
- Harga Beli dari Distributor

- PPN {10%)

Harga Pembelian
Penverahan

- Harga Beli dan Distributor

- Keuntungan

- DPP PPN .
- PPN {10%) ¢
Harga Penjualan oleh Showroom

264.000.000,00

22.000,000,00

286.000.000,00

264.000.000,00

30.000,000,00
294.000.000,00
29.400.000,00

323.400.000,00

294.000.000,00

29.400.000,00
323.400.000,00
294.000.000,00
_40.000.000,00
334.000.000,00
33.400.000,00

367.400.000,00

2021, No.1150

[termasuk PPNBM yang
telah dipungut)
(Pajak Masukan)

[termasuk PPnBM vang
telah dipungut)

(Harga Jual)
(Pajak Keluaran)

termasuk PPNBM yang
telah dipungut)
(Pajak Masukan)

(termasuk PPNBM yang
telah dipungut)

|Harga Jual)

(Pajak Keluaran)
(harga dibavar oleh
konsumen)

Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penverahan kendaraan
bermotor vang dihasilkan di dalam Daerah Pabean.

PT' Java, produsen kendaraan bermotor hemat energi dan harga
terjangkau, memproduksi kendaraan bermotor dengan biava produksi
Rp100.000.000,00. diserahkan
Distributor yaitu PT Citra dengan nilai penyeralian Rp130.000.000,00.
Kendaraan bermotor termasuk dalam golongan tarif PPnBM 15%. PT

Kendaraan  bermotor kepada

Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada showrcom “Tanjung”

dengan  keuntungan Rp20.000.000,00. Selanjutnya, showroom
“Tanjung”  menyerahkan kKendaraan bermotor kepada konsumen
dengan keuntungan Rp30.000.000,00. Penghitungan PPN dan PPniBM
terutang adalah:
1) Pabrikan "PT Jaya"
al Biaya Produksi 100.000,000,00
b}  Penyerahan
- Harga Jual 130.000.000,00
- DPP PPN 130.000,000,00 (sama dengan
Harga Jual)
- DPP PPnBM 26.000.000,00 2006 dar1 Harga
Jual)
- PPN (10%] 13.000.000,00 (Pajak Keluaran|
- PPnBM (15%] 3.900.000,00 (PPnBM dipungut)
Harga Penjualan oleh Pabrikan 146.900.000,00
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2) Distributor “PT Citra”

al

bj

3)
al

b

Pembelian
- Harga Beli dari Pabrikan

- PPN [10%]

Harga Pembelian

Penyerahan

- Harga Beli dari Pabrikan

- Keuntungan

- DPP PPN

- PPN (10%]

Harga Penjualan oleh Distributor
er Show! et e
Pembelian

~ Harga Beli dari Distributor

- PPN [10%)]

Harga pembelian

Penyerahan

- Harga Belh dari Distributor

- Keuntungan

- DPP PPN

= PPN [10%]

Harga Penjualan oleh Dealer atau
Showroom

133,900.000,00
146.900.000,00

133.900.000,00
20.000.000,00

153.900.000,00

15.390.000,00
169.290.000,00

153.900.000,00
15,390.000,00

153.900.000,00
_50.000.000,00

183,900.000,00

; 18,390.000,00

2,290.000,00

(termasuk PPnBM
vang telah
dipungut)

(Pajak Masukan)

(Pajak Keluaran|

(Pajak Masukan)

(Pajak Keluaran|

4. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan

bermotor vang berasal dari sasis.

FT Jaya menyerahkan sasis kendaraan bermotor kepada PT Tanjung
scharga Rp100.000.000,00 (tidak termasuk PPN). PT' Tanjung meminta
PT Larastika mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor
dengan biaya jasa karoseri sebesar Rp20.000.000,00. PPuBM terutang

dan dipungut oleh PT Tanjung saat penverahan kepada pembeli Bapak
Rizky dengan tarif 20%. Penghitungan dan pelaporan PPN dan PPnBM
oleh PT Tanjung adalah sebagai berikut:
a) Biaya Produksi

Harga Beli Sasis

100.000.000,00

- PPN 10.000.000,00 (Pajak Masukan)
- Biaya Jasa Karoseri 20.000.000,00
- PPN 2.000.000,00 (Pajak Masukan)
Biaya Produks: 120.000.000,00
b) Penyerahan
- Biaya Produksi 120.000.000,00
- Keuntungan 30.000.000,00
- DPP 150.000.G00,00
- PPN (10%) 15.000.000,00 (Pajak Keluaran)
- PPnBM [20%) 30.000.,000,00 (PPnBM dipungut|
Harga Jual 195.000.000,00

5. Atas pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung
atas nama pembeli), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan
Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur
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Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB
serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam
Faktur Pajak.
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B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN

BERMOTOR

Nomor Surat | il 11

Lampiran P RIS i2]

Hal ¢ Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak
Penjualan atas Barang Mewah [SKB
PPnBM| atas Impor/ Penyerahant|

Kendaraan Bermotor
Yth . Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak........... 5]
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak
vang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermoter vang Dikenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan int:
Nama
Alamat
NFWP
jenis usaha/instansi

mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas kendaraan bermotor:

Kode Kapasitas | Nomor | oo b tmoor ) Hargal Nilai PPopM 191
No |Kendaraan | Mesek Tipe |loi Silinder| Rangka A
| Bermotor tce) (NIK) Mesin Jual (Rp) (Rp}
-~ i2) 13) (4 (5} (6 17) (8] (9)

Total
Sesu dengan | (10)
Hnvots Na. @ Tengead ©
' No. Kontrak/dokumen yong diperssmakan : ., Tanggal 1.
Kurs USD 1 = Bp ... Sesuni Keputusan Menteri Keuangen Nomor ... Tanggal ..
yvang diperoleh dari: |6]

_l impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea
dan. CORAL KRNLOL royissiivsiiaissssssbiisbiiva)vssiise (sopnsnadnisssisedia 171

D penyerahan, kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari: (8]
nama S TR T R R s Y
alamat

NPWF

Schubungan dengan permohonan di atas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan
tujuan semula atau tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4
[empat) tahun setelah dilakukannya impor atau penyverahan; dan

2. bersedia membavar kembali PPnBM yang dibebaskan danfatau PPN vang kurang
dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan, apabila di kemudian hari kendaraan bermotor yang ditmpor atan
diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan
kepada pihak lain.

Terlampir disampaikan dokamen: 9]
:] strat Kuasa khusus (jika ditandatangani oleh kuasal,

j surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor,
'_] perjanjian atau dokumen jual beli;
j invois dan Sill of Lading atau Atnway Bill (khusus impor kendaraan bermotor);

’_] nomor induk berusaha dan sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan
atau persctujuan prinsip; dan

r] dokumen berupa kontrak atan sural perintah kega untuk pengadaan kendaraan
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............. i [10]

................................. [11]

*] Dipilih salah satu yang sesuai. Agar permohonan dibuat terpisah antara SKB PPnBM atas impor
dan_penyerahan kendaraan bermotor,
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PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan nomor surat permohonan.

[2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohecnan, contoh : 1 lembar.

[3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang

Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM
terdaftar.
Dalam hal kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh adalah
kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan,
kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk
keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan
pajak tempat bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional
Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
mengajukan permohonan SKB PPnBM tersebut terdaftar.

[4] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan:
nama :  Diisi dengan nama Orang Pribadi atau

Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara
Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, diisi dengan nama
bendahara Sekretariat Negara, Tentara
Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

alamat :  Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau
Badan.
NPWP :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

Orang Pribadi atau Badan. Khusus
Sekretariat Negara, Tentara  Nasional
Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok

Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara,
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Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
jenis usaha/instansi : Diisi dengan jenis usaha Orang Pribadi atau
Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara
Nasicnal Indonesia, atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, diisi dengan nama
instansi.
Tabel rincian kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.
Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:
- kode 1, untuk kendaraan ambulan;
- kode 2, untuk kendaraan jenazah;
- kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
- kode 4, untuk kendaraan tahanan;
- kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
- kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk
tujuan protokoler kenegaraan; atau
- kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk
keperluan patroli Tentara Nasional Indconesia atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) : Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) : Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) : Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau
nomor identifikasi kendaraan.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam
Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor
rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan
bermotor (NIK).

- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor
rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam
sertifikat vehicle identification number (VIN) atau
dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.
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- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam
Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor
mesin  yang tercantum dalam sertifikat nomor
identifikasi kendaraan bermotor (NIK]).

- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin
diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam
sertifikat vehicle identification number (VIN) atau
dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (8) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk
menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau
penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau
Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga
Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs
sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada
saat permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat
dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan
kendaraan bermotor dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal invois;

- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal
Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat
permohonan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat
perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;

- untuk penyerahan menggunakan valuta asing,
dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat
SKB PPnBM diterbitkan;

- penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs
yvang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Contoh:

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc.
Mcbil akan diserahkan oleh pabrikan PT Jaya kepada PT Citra dengan
Harga Jual Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM dengan tarif 15%. PT

Citra merupakan pengusaha angkutan umum yang mengajukan
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permohonan SKB PPnBM. Pada saat mengajukan permohonan SKB

PPnBM, PT Citra membuat surat permohonan dengan rincian kendaraan

bermotor vang diajukan pembebasan sebagai berikut:

6]

(7]

8]

[

[10]
(11

No.| Kode [Merek Tipe | Kapasitas|Nomor Rangka| Nomor | Nilai fmpor / | Nilai PPnBM
Kencdaraan Isi Silinden [NIK) Mesin Harga Jual {Rp}
Bermotor |ec) (Rp|
(1) (@2 (G 15) (6] {7 (81 19}
i ‘ 5 XYZ | Kovik 1800 MHYKZE&1SCJ|JFSIE2103 | 200.000.000 30.000.000
| 115045 081
Total 200.000.000 30.000.000
Sesuai dengan | (10)
Inwais No, : ... Tanggal | ...
No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan ; 022/PTCA/01/2022 Tanggal : 11 Januari 2022
Kurs USD 1 = ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor xx Tanggal ..,

Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara

membubuhkan tanda cek (V) pada kotak yang dipilih, vaitu:

impor : dalam hal kendaraan bermotor vang diajukan
pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau

penverahan : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan
pembebasan PPuBM berasal dar penverahan di dalam
Daerah Pabean.

Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat

dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelavanan Utama Bea

dan Cukai Batam.

Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyverahan kendaraan

bermotor-.

Diisi dengan membubuhkan tanda cek (V) pada dokumen yang

dilampirkan.

Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan

dianggap sah jika ditandatangai oleh direksi atau pengurus yang

berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam

hal permohonan ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain,

harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal permohonan diajukan oleh Sekretariat Negara, Tentara

Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik  Indonesia,

permohonan dianggap sah jika ditandatangani bendahara atau

minimal pejabat setara esclon 11l yvang berwenang,
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C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Lembar ke-..... : untuk ..., [1]
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH......coooviiciviinnnne 2]
KANTOR PELAYANAN PAJAK.........ccoooins

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

NI oo vanreuntonssnsiasursnomserissssasnasnten 13}
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..........cocoovcvciviiciniiiininnan [4] atas nama Dircktur
Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :
Nama W —— [5]
Alamat :
NPWP
jenis usaha finstansi
Sesuai dengan surat permohonan Nomor @ ... tanggal ... 6] dan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak
vang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor vang Dikenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan®) kendaraan bermotor sebagai

berikut:

No. Kode Merek | Tipe | Kapasitas | Nomor Nomor | Nilal Impor/ Nilas (7]
Kendaraan I8i Silinder | Rangka Mesin Harga Jual PPRBM
Bermolor lee] [NTK]} [Rp| (Rp]

(1) (2} @ | (5) (6} 17l (8) (%)

'
\
Total

Sesuai dengan ! (10)

Invoss No, : .., Tanggal : ..,

No. Kantrak[dokumen yang dipersamakan : .. Tanggal : ...

Kura USD 1 = Rp ... Sesuai Keputusan Menteri Kenangan Nomor .. Tanggal ...

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [8]
|| dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ............ [9], bersama
dengan pemberitahuan unpor barang; atau

m dalam hal penyerahan, PKP vang melakukan penverahan kendaraan bermotor:

Nama § Lusasesebiaiearasseneidabrrnandannabashaseny |10)
Alamat R T B O P EO A A ey st eT o
NIPWP RN SO AT E S SNSRI

a.n.  Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

4 Dipilih salah satu yang sesuai
Kode Verifikasi: ...
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1]
12]

13]
[4]
[5]

6]
[71

Diisi dengan lembar peruntukan.

Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang

menerbitkan SKB PPnBM.

Diisi dengan nomor SKB PPnBM.

Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.

Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan:

nama :  Diisi dengan nama Orang Pribadi atau
Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara
Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, diisi dengan nama
bendahara Sekretariat Negara, Tentara

Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

alamat :  Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau
Badan.

NPWP :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

Orang Pribadi atau Badan. Khusus
Sekretariat Negara, Tentara  Nasional
Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok
Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara,
Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian
Negara Republik Indenesia.

jenis usaha/instansi : Diisi dengan jenis usaha Orang Pribadi atau
Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara
Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, diisi dengan nama
instansi.

Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.

Tabel rincian kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan

PPnBM.

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

www.peraturan.go.id



2021, No.1150

Kolom (7)

Kolom (8)

-64-

- kode 1, untuk kendaraan ambulan;

- kode 2, untuk kendaraan jenazah;

- kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;

- kode 4, untuk kendaraan tahanan;

- kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;

- kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk
tujuan protokoler kenegaraan; atau

- kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk
keperluan patroli Tentara Nasional Indconesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau

nomor identifikasi kendaraan

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam
Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor
rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan
bermotor (NIK).

- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor
rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam
sertifikat vehicle identification number (VIN) atau
dokumen pemberitahuan impor barang.

Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam
Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor
mesin  yang tercantum dalam sertifikat nomor
identifikasi kendaraan bermotor (NIK]).

- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin
diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam
sertifikat wvehicle identification number (VIN) atau
dokumen pemberitahuan impor barang.

Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk

menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau

penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau
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Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga
Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs
sesuai Keputusan Menteri Keuangan vang berlaku pada
saat permohionan dibuat.

Diisi Nilai  PPnBM
dilakukannva impor atau dipungut saat penverahan

dengan vang dibavar saat
kendaraan bermotor dalam satuan rupiah,
Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal invois;

dan

= kurs mata uang asing serta nomor

tanggal
Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat
permohonan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat
perjanjian jual beli atau dokumen vang dipersamakan;

= untuk penverahan menggunakan  valuta  asing,
dicantumkan nilai kurs vang digunakan sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat
SKB PPnBM diterbitkan;

- penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs

vang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 ce.
Mobil diimpor oleh PT Jaya dengan Nilai Impor Rp200.000.000,00 dan
dipungut PPnBM Impor dengan tarif 15%. KLM merupakan pengusaha

angkutan umum sekaligus importir yang mengajukan permohonan SKB
PPnBM, SKB PPnBM memuat informasi:

Noi  Kode |Merex] Tipe |Kapasita|Nomor Rangka| Nomor Nilat lmpor/ | Nilai PPnEM
Kendaraan & lsi INTKC) Mesin Hargs Jual (Rp}
Bermotor Silinder Ryl

I Y A A ) R R

11} 12) (3) 14) (5) {6] (7) (81 {9)

1] 5 XYZ | Kovik | 1800 MHYKZES1SCJ|JFS1EQI03 | 200,000,000 30.000.000
| 115045 081

Total 200,000,000 30.000.000

Sesum dengan : {10}

Invoss No. : KVE/INV/ 2404 /01 j2022 Tanggal © 11 Jannari 2022

No. Kontrak fdokumen veang diperaamakan | ... Tanggal © ..,

Kurs USD 1 = ., Sesua Keputusan Menten Keuangan Nomor xx Tanggal ...

]

Diisi

dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara

membubuhkan tanda cek (V) pada kotak yang dipilih, yaitu:

www.peraturan.go.id

2021, No.1150



2021, No.1150 66

impor : dalam hal kendaraan Dbermotor yang diajukan
pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau

penyerahan : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan
pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam
Daerah Pabean.

[9] Diisi dengan kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor
diselesaikan, contoh: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Batam.

[10] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan
bermotor.

[11] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM diterbitkan.

[12] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak

penerbit.
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D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
% DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH. .....oovvvreereereseeneone
KANTOR PELAYANAN PAJAK......o.ovosoorreersonen. 1
Nomor B e R S S [2]
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan

Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Kendaraan Bermotor

Kepada Yth,

................................... 4]

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Kendaraan Bermotor yang saudara ajukan melalui surat:
Nomor RO I SRR AR S X R L S 5]
Tanggal SRR R SR SRR
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, karena tidak
memenuhi ketentuan dan persyvaratan sebagai berikut: [6]

| permohonan tidak lengkap

\ Wayjib Pajak bukan merupakan pihak vang dapat diberikan SKB PPnBM
o sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
7] /PMK.03/2021;

D Barang Kena Pajak yang dimochonkan pembebasan pengenaan PPnBM
tidak sesuai dengan Peraturan Menten Keuangan Nomor
A7) /PMK.03/2021;

]—_' mempunyai utang pajak;

E] belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan surat pemberitahuan masa PPN
untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir; dan/atau

D B B s S R B A R e s S 2%

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang
menerbitkan surat penclakan permohonan SKB PPnBM.

[2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohenan.

[3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB
PPnBM, yaitu nama dan NPWP.

[4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB
PPnBM.

[5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permchonan SKB PPnBM.

[6] Dipilih pada kotak yang sesuai, dapat diisi lebih dari satu.

[7] Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.

[8] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan
permohonan SKB PPnBM.

[9] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak

penerbit.
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E. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM terutang atas impor kendaraan
bermotor yang tergolong mewah oleh Orang Pribadi atau Badan yang
memiliki SKB PPnBM sebelum dilakukannya impor

Saat lmpor
- Nilai Impor {DPP)  :  200,000.000,00
- PPnBEM (134) ] 0,00 (FPnBEM Impor dibebaskan Saat Impor
- PPN {1(%6) ; 20,000.000,00 (Pajak Masukan)
Harga lmpor 220.000.000,00
Penjelasan :

PPnBM dibebaskan atas unpor kendaraan benmotor vang tergolong mewah karena
importir telah memiliki SKBE PPRBEM sebelum dilakukannva impor.

2. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penverahan kendaraan
bermotor yang tergolong mewah kepada Orang Pribadi atau Badan yang
memiliki SKB PPnBM sebelum penyerahan

1} Pabrikan *PT Java"

Penyerahan

- Harga Jual 3 200.000.000,00

- PPN {10%) : 20.000.000,00 Pajak Keluaran
- PPnBM [13%) s 30.000.000,00

Harga Penjualan oleh Pabrikan 250.000.000,00

2} Distributor *PT Citra®

a)  Pembelian

- Harga Beli KB dari 3 230.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah
Pabrikan dipungut)
- PPN (10%) 20.000,000,00 (Pajak Masukan)
Harga Pembelian - 250.000,000,00
b)  Penyverahan
Harga Beh KB dari 230.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah
Pabrikan dipungut]
- Keuntungan ©___30.000,000,00
- DFP PPN : 260.000.000,00 [(Harga Jual)
« PPN {10%) » 26.000,000,00 (Payjak Keluaran)
Harga Penjualan oleh - 386.,000.000,00
Digtributor
3)
a)  Pembehan
- Harga Beli KB dari - 260.000.000,00 (termasuk PPRnBM yang telah
Distributor dipungut)
- PPN (10%) - 26.000,000,00  [Pajak Masukan)
Harga Pembelian - 386.000,000,00

2021, No.1150
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bl  Penyerahan

- Harga Beli KB dari - 260.000.000,00 (termasuk PPnBM yvang telah
Distributor dipungut)

- Keuntungan : 50.000.000,00

- Dikurangi PPnBM yvang - {30.000.000,00)
dibebaskan dengan SKB

- DPP PPN : 280.000.000,00 |Harga Jual, tidak termasuk

PPnBM yang sudah dipungut)

- PPN (10%) : 28.000.000,00 (Pajak Keluaran)

Harga Penjualan oleh 308.000.000,00 (harga dibayar oleh

Showroom konsumen)

Penjelasan:

Harga Beli pada angka 3) huruf b adalah sebesar Rp260.000.000,00
termasuk PPnBM yang telah dipungut sebesar Rp30.000.000,00 (angka
1). Untuk penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan
kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, nilai
PPnBM sebesar Rp30.000.000,00 dikurangkan dari Harga Jual. Setelah
memperhitungkan keuntungan, Dasar Pengenaan Pajak PPN menjadi
Rp280.000.00,00.
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F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN
BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Surat B Aleiiiidiaiiiiididisianaiay 1]
Lampiran O e e SRt (2
Hal : Permchonan Penggantian Surat Keterangan

Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas lmpor/Penyerahan®) Kendaraan Benmotor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak............ (3]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomer . /PMK. dan peraturan
perubahannya dengan ini:

Nama S [4]

Alamat T R A PR S AN S T e

NFWFP ORI D TN

mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas impor/penverahan®) sebagai berikut:

Nomor D e T Y Ty PRl L Ak O (3]

langgal  maaeseOnaEe RTINS DRI eSS
dengan alasan terdapat kesalahan tulis dan/fatau kesalahan hitung sebagai benkut:

6]
No.

Uraian Semula Seharusnya

Terlampir disampaikan dokumen-dokumen :  [7]

T,
(9]

Permmohon

*] Dipilih salah satu vang sesuai
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PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan nomor surat permochonan penggantian SKB PPnBM.

|2] Diisi dengan banyaknya lampiran permochonan penggantian SKB
PPnBM.

[3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelavanan pajak tempat Orang
Pribadi atau Badan terdaftar.

[4] Diisi dengan identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan
permohonan, meliputi: nama, alamat, dan NPWP. Khusus Sekretariat
Negara, TNI, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, identitas
diisi nama, alamat, dan NPWP bendahara Sekretariat Negara, TNI,
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[5] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM vyang diajukan
penggantian.

[6] Diisi dengan alasan dilakukannya penggantian SKB PPnBM.

[7] Diisi dengan lampiran dokumen yang dipersyaratkan.

[8] Diisi dengan tempat dan tanggal permochonan penggantian SKB
PPnBM.

[9] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.
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G. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR

Lembar ke-..... : untuk ... 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH. .. ..o inanenen [2]
KANTOR PELAYANAN PAJAK.. ...
SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PENGGANTI

Nomor : ... R TS P e TP PP TP PO [3]
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... [4] @tas nama  Dircktur
Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bah\va
Nama
Alamat
NPWP
Jjenis usaha/mmstanst :
Sesual dengan sumat pennohonan Nomor @ . tanggal oo, [6] atau secara

jabatan*) dan berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Bamang
Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor vang Dikenai Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan
pembebasan Pajak Penjualan atas Bamang Mewah atas impor/ penyerahan®) kendaraan
bermotor sebagai berikut:

No. Kode Merek | Tipe | Kapasitas | Nomor Nomor | Nilai Impor/ [Nilai PPnBM ]7]
Kendaraan Isi Silinkler| Rangka Mesin Harga Jual (Rp)
Bermotor ) fee) | [NIK} (Rp} —
(1) 2) (&] (4) 15) (5) dl (8 (9}
Total
Sesua dengan 1 [10)
Insvess No. @ ... Tanggal ¢ ..,
No. Kentrak/ dokumen yang dipassmakan : ., Tanggal : ...
Kurs USD 1 = Rp .., Sesum Keputusan Menten Keumgan Nomor ... Tanggal ...

Surat Keterangan int agar diserahkan kepada: (8]
|:| dalam hal impor, Kantor Pelavanan Bea dan Cukai ... (9], bersama
dengan Pemberitahuan Impor Bamang (FIB); atau

\:' dalam hal pf:nyerahan PEP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor:

Narna

Alamat

NPWP -
Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor ...... tanggal ........
[11] dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas
HBarang Mewah Pengganti imi berlaku sejak tanggal .o 12,
Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

e OO XL [13]
a.an, Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor

') Dipilih salah satu yang sesuai
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan lembar peruntukan.
[2] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang
menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
[3] Diisi dengan nomor SKB PPnBM Pengganti.
[4] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM
Pengganti.
[5] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan:
nama :  Diisi dengan nama Orang Pribadi atau
Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara
Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, diisi dengan nama
bendahara Sekretariat Negara, Tentara

Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

alamat :  Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau
Badan.

NPWP :  Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Orang

Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat
Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib
Pajak  bendahara  Sekretariat Negara,
Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian
Negara Republik Indenesia.

jenis usaha/instansi : Diisi jenis usaha Orang Pribadi atau Badan.
Khusus Sekretariat ~ Negara, Tentara
Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, diisi dengan nama
instansi.

[6] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM
Pengganti.
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[7] Tabel rincian kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan
PPnBM.
Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:
- kode 1, untuk kendaraan ambulan;
- kode 2, untuk kendaraan jenazah;
- kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
- kode 4, untuk kendaraan tahanan,
- kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
- kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk
tujuan protokoler kenegaraan; atau
- kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk
keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) : Diisi dengan merek kendaraan bermotor.
(4) : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.
Kolom (3) : Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.
(6) : Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau
nomor identifikasi kendaraan

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam
Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor
rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan
bermotor (NIK).

- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor
rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam
sertifikat vehicle identification number (VIN) atau
dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.
- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam
Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor
mesin  yang tercantum dalam sertifikat nomor
identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin

diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam
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sertifikat  vehicle identification number (VIN) atau
dokumen pemberitahiuan impor barang,

Kolom (8) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak vang dipakai untuk
menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau
penyverahan kendaraan bermotor, vaitu Nilai Impor atau
Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga
Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs
sesuai Keputusan Menteri Keunangan yang berlaku pada
saat permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yvang dibayar pada saat impor
kendaraan bermotor atau dipungut saat penyerahan
kendaraan bermotor, dalam satuan rupiah.

Kolom {10): Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal invois;
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal
Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat
permohonan.
Dalam hal penyerahan:
= nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat
perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
= untuk penverahan menggunakan valuta asing,
dicantumkan nilai kurs vang digunakan sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat
SKB PPnBM diterbitkan;
- penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs
vang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
Contoh:
Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc.
Mobhil diimpor oleh PT' Jaya dengan harga Rp200.000.000,00 dan dipungut
PPuBM lmpor dengan tarif 15%. KLM merupakan pengusaha angkutan
umum sekaligus importir vang mengajukan permohonan SKB PPnBM
Pengganti, SKB PPnBM Pengganti memuat informasi:
No! Kode [Mere|Tipe | Kapasitas [Nomor Rangka| Nomor |Nilai Impor/| Nilai PPnBM

[Kendaraa) k Isi Silinder (NIK) Mesin | Harga Jual (Rp|
n (e {Rpl
Bermotor
(2 @M (7} (8] ‘ (9)
1] 5 XYZ [Kovik| JESI1E210 [200,000.000, 30.000.000

{31 (6)
1800 MHYKZES1SCJ
S04

3081
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Total [200,000.000] 30,000,000
Sesuar dengan :(10)

Invoss No. @ KVEKSINV/ 2404701 /2022 Tanggal 1 11 Januan 2022

No. Kentrak[daokumen yang diperssmakean | . Tanggal © ..

Kurs USD 1 = ., Sesumn Keputusan Meateri Keuangan Namor xx Tanggal ...

[8] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara
membubuhkan tanda cek (V) pada kotak yang dipilih, vaitu:
impor : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan
pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau

penverahan : dalam hal kendaraan bermotor vyang diajukan
pembebasan PPnBM berasal dari penverahan di dalam
Daerah Pabean.

[9] Diisi dengan kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor
diselesaikan, contoh: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Batam.

[10] Diisi dengan identitas PKP vang melakukan penyerahan kendaraan
bermotor.

[11] Diisi dengan nomor dan  tanggal SKB PPnBM  yang diajukan
permohonan penggantiarn,

[12] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM  yang diajukan permohonan
penggantian.

[13] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM Pengganti,

|14] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak
penerbit.
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H. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RANTOR WILAYAH <. iussninsneiasisiorsapsiins 1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK ......ociviiiiniiians
Nomor S 2]
Hal ¢ Penolakan Permohonan Penggantian Surat
Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang
Mewah
Kepada Yth.
............................................ 13]
............................................ [4]

Sehubungan dengan permochonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM] Pengganti yvang Saudara ajukan
melalui surat:

Nomor SR B s P SO A PR G M s ST [5]

Tanggal Do Gaiabisasesssiiicenasisiiarndsiiieasintiidesss

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, karena tidak
memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

............... Wiz ms omassasasst B ]
an. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,
i8]
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang
menerbitkan surat penoclakan penggantian SKB PPnBM.

[2] Diisi dengan nomor surat penolakan permochonan penggantian SKB
PPnBM.

[3] Diisi dengan identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan
permohonan penggantian SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.

[4] Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan
permohonan penggantian SKB PPnBM.

[5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB
PPnBM.

[6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.

[7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan
permohonan penggantian SKB PPnBM.

[8] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak

penerbit.

www.peraturan.go.id



2021, No.1150 _80-

1. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .......cooooverriniciaranses (1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...........

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor: KET-BTL- .. 2]
Kepala Kantor Pelavanan Pajak ....... [3] atas nama Direktur Jenderal Pajak, dengan
ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang |
Mewah nomor ... [4] tanggal ........c.ocoiiiiiininin [5] atas Wajib Pajak:
Nama N POy R L i SRS et L 6]
NPWP £ e A8 AN G RS R S S KAAA T SR
alamat  §

dibatalkan dan dinvatakan tidak berlaku,

Kepada Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yvang
dibebaskan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar ditambah sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

.................. T LD O O X |
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
8]
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan nama kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang
menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM.

[2] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN.

[3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat
keterangan pembatalan SKB PPnBM.

[4] Diisi dengan nomor SKB PPnBM yang dibatalkan.

[5] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang dibatalkan.

[6] Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pemilik SKB PPnBM yang
dibatalkan.

[7] Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan pembatalan
ditandatangani.

[8] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak

penerbit.
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J. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK

Namor Surat

LampinGtt: @000 i ecennamessemseraserssssivissent 12]
Hal

dibebaskan dari pengenaan PPnBM
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak............ 13]

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pcrmohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah [PPnBM)| atas
Impor/Penyerahant| Barang Kena Pajak vang tergolong mewah vang

Sesual Peraturan Pemenntah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas

perubahannya, dengan ini:

Nama
Alamat
NPWF
Jems
Usaha

.........................................

Barang Mewah dan peraturan

mengajukan permohonan untuk diberikan pengembalian PPNBM atas impor/ penyerahan'| Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor vang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagai

berikut: [5] " " s
Pemberitahuan lmpor Barang | Faktur Pajak Saat Perolehan Barang
Saat Dilakukannyva lmpor Kena Pajak Kendaraan Bermotor Nilas

No —— Jumlah PPnB

Nomor | Tanggal Nial Nomor Tanggal Harga Jual M
Impor Seri
(1) (2] 3) (4 (5 (7) (8} {9l
Total

vang diperoleh dan: [6]

impor; atau

penyerahan,

dari; |7)
Nama

Alamat
NPWP

Alasan diajukannya permohoenan:

Barang Kena Pajak vang tergolong mewah tersebut diperaleh

......................................................................................................................................................

Terlampir disampaikan dokumcn 18}

1} dalam hal diajukan aleh: importir | pengguna atau Wajib Pajelc yang 2) dalam

menerima Barang Kena Pagak yang tergolong mewaly: ataa

surat keterangan penggunaan kendarasan bermotor;

asurat kuasa khusus (jika ditandatangani laasa)
kantrak, peganjian atan dokumen jual beli,
inwais dan Bill of Lading (/1) ataw Ainvay Sill (AWE);

nomor induk berusaha atan sertifikar standar avan van
penyelenggaraan angkuten atan persetujuan prinsip

surat perintah kerja untuk pengadaan (Ibusus untuk
bendahara Sckreteriat Negara, Tentara Ilammnl
Indonesia, dan Kepalisian Negara Republik Ind

hal I..L

aleh  Pe ha Kena Pajak vang

melaknkm pcuyera!um Barang Kena Pwgak yang tergolong

ang dibebank;,

bukti pembaysran paak atau Faktur Pajek dari
Pengusaha Kena Pajed Peryjual.

surat keterangan  penggunsarn kendarsan
bermotor;

surat kuasa khuaus [jika ditandatangand luasa);
kontrak, peganjien atau dekumen jual bels:

nomor nduk berusaba atan sertifilkat standar atau
s penyelenggaraan  angkutan  atau  peractuguan
prinsip

surat  perintah kenja untuk  pengadasn  {khusus
unluk bcndnh-n Sekrdarim Negara, Tentara
N 1 Ind , dan Kepolisian Negara Republik
Indomenis;

SKB FPBM yang dimilia oleh orang prbadi atau
badan yeng menerima penyerahan

bukti pembayaran pajak atau Faktur Pajak den
Pengusaha Kena Pajake Pagual.
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PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

[1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.

[2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan.

[3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang
Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan pengembalian
PPnBM terdaftar.

[4] Diisi identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan
permohonan.

[5] Tabel rincian kendaraan bermotor yang diajukan permohonan
pengembalian PPnBM.

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan impor
barang sebagaimana  terdapat pada dokumen
pemberitahuan impor barang berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur
tentang pemberitahuan impor barang.

Kolom (3) : Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor
barang sebagaimana terdapat pada dokumen
pemberitahuan impor barang berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur
tentang pemberitahuan impor barang.

Kolom (4) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai
untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya
impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, yaitu
Nilai Impor dalam satuan rupiah. Nilai Impor dalam
valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai
Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat
permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak saat perolehan
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor dari PKP Penjual.

Kolom (6) : Diisi dengan tanggal Faktur Pajak saat perolehan

kendaraan bermotor dari PKP Penjual.
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Kolom (7) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai
untuk menghitung PPnBM pada saat penyerahan
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor, yaitu Harga Jual dalam satuan
rupiah.

Kolom (8) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang

tergolong mewah berupa kendaraan bermotor.

Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat

dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam
satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta
asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud
dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai
PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.

[6] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diperoleh,
dengan cara membubuhkan tanda cek (\J') pada kotak yang dipilih,
yaitu:

- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian
PPnBM berasal dari impor; atau

- penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
berupa kendaraan bermotor yang diajukan permohonan
pengembalian PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah
Pabean.

[7] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor.

[8] Diisi dengan membubuhkan tanda cek (V) pada dokumen yang
dilampirkan.

[9] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan pengembalian PPnBM
diajukan.

[10] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan
pengembalian PPnBM dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi
atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang
bersangkutan. Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM
ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri
dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan.
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K. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH. ..o
KANTOR PELAYANAN PAJAK......coccovmniinnnnnn [1]
Nomor A A pa AN A RN AN SN 2]
Hal ¢ Penolakan Permchonan Pengembalian Pajak

Penjualan atas Barang Mewah atas Barang
Kena Pajak vang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor

Sehubungan dengan permohonan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Barang Kena Pajak vang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang
Saudara ajukan melalui surat:

Nemor B e s RN AN SR 15]

Tanggal E  AILLAEIR e (NN YN SN OpRA N 8 (AP H SN

dengan i diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu:

Tov  asesiRsbsnesasvaspine st seassaesisihnes [6]

SO DTSN

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

............... OO .3 |

Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCLAKAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

[1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang
menerbitkan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.

|2] Diisi dengan nomor surat penoclakan permohonan.

[3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
pengembalian PPnBM, yvaitu nama dan NPWP.

[4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
pengembalian PPnBM.

[5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian
PPnBM.

[6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan pengembalian PPnBM.

[7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penoclakan
permohonan pengembalian PPnBM.

[8] Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak

penerbit.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
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